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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Perencanaan manajemen lingkungan hidup Industri Garmen CV. Evergreen 

Buana Prima Sandang di Sleman telah tersusun. Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tahap 

pra konstruksi sampai tahap operasional dapat dilihat pada Tabel 5.33. sampai 

Tabel 5.38.  Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil analisis dan penyusunan 

dokumen UKL-UPL: 

a. Peruntukan lokasi Industri Garmen CV. Evergreen Buana Prima Sandang 

sudah sesuai dengan tata ruang kawasan perkotaan, dimana Kecamatan 

Kalasan merupakan kawasan peruntukan industri. 

b. Luas RTH yang rencana dibangun sudah memenuhi aspek legal dimana 

Luas RTH CV. Evergreen Buana Prima Sandang adalah sebesar 31.1% dari 

total luas lahan. 

c. Kondisi air dan udara pada tapak proyek dan tetangga tidak ada yang 

melapaui baku mutu yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pengelolaan 

lebih lanjut pada masa pra konstruksi. 

d. Kebutuhan air bersih CV. Evergreen Buana Prima sandang adalah sebesar 

12.276 m3/hari yang digunakan oleh 200 karyawan industri, baik pada 

pabrik, kantor, maupun mess karyawan. 

e. Timbulan limbah cair, emisi, dan sampah sudah dapat diprediksi, dikelola 

dan dipantau dengan baik. Analisis timbulan limba cair, emisi, dan sampah 

dapat dilihat pada subbab 5.5. – subbab 5.7. 

f. Perencanaan pengelolaan sanitasi  sudah direncanakan sesuai dengan 

ketentuan regulasi yang berlaku serta hasil perhitungan kapasitas limbah 

cair yang ditimbulkan. Perencanaan pengelolaan sanitasi dapat dilihat pada 

subbab 5.8. 

g. Analisis bahaya K3 sudah dibuat dan bentuk penanggulan serta 

pengendalian sudah direncanakan.  Analisis bahaya K3 dapat dilihat pada 

subbab 5.9.  

h. Dalam kajian arus lalu lintas, tidak ada rekomendasi khusus terkait arus lalu 

lintas di Jalan Melati pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasional. 

Ruang parkir yang direncanakan sudah memenuhi regulasi yang berlaku. 



137 
 

 

6.2. Saran 
Saran yang dapat direkomendasikan dalam menjalankan perencanaan 

manajemen lingkungan hidup yang telah dibuat yaitu: 

a. Perencanaan manajemen lingkungan hidup yang telah dibuat harus 

dilaksanakan oleh pemrakarsa sesuai dengan dokumen UKL-UPL. 

b. Partisipasi dari pemrakarsa, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar 

manajemen lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara membuat komitmen dan pelaporan tertulis terhadap 

upaya pengelolaan dan pemantauan manajemen lingkungan hidup yang 

telah dilakukan. 
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